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MOTTO 

Happiness is a state of mind 

Because if you don’t mind, it doesn’t even matter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Untuk orang tua dan keluarga tercinta yang tidak pernah lelah untuk percaya dan 

selalu setia memberikan dukungannya 
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ABSTRAK 

Jaka Maulana, 201310117032, Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam 

Perspektif Hak Asasi Manusia, 110 halaman, 2016. 

Kata Kunci  : Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Penghinaan dan

Pencemaran Nama Baik. 

Pada dasarnya negara menjamin kebebasan setiap orang untuk 

memperoleh informasi dan menyatakan pendapat, namun kebebasan tersebut tidak 

menghilangkan kewajiban bagi negara untuk melindungi setiap warga negara dari 

perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat manusia 

sebagaimana termuat di dalam konstitusi. Salah satu kasus yang sering terjadi 

berkaitan dengan pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat adalah tindakan 

penghinaan dan pencemaran nama baik. Adanya aturan yang membatasi 

penggunaan hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur di dalam Pasal 

27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan anggapan bahwa pembatasan hak 

atas kebebasan berpendapat di era demokrasi seperti saat ini adalah suatu bentuk 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 27 ayat (3) UU 

ITE dalam menyelesaikan perkara penghinaan dan pencemaran nama baik guna 

mengetahui batasan-batasan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai 

penghinaan dan pencemaran nama baik. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa KUHP tidak memuat 

pengertian dan penjelasan secara lebih lanjut tentang penghinaan dan pencemaran 

nama baik, namun berdasarkan tafsir sitematis dapat ditarik pengertian umum 

tentang penghinaan dari rumusan-rumusan tindak pidana penghinaan di dalam 

KUHP, yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” . 

Disimpulkan, bahwa dalam penerapannya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak 

bias dilepaskan dari genusnya yaitu norma-norma hukum pidana mengenai 

penghinaan dan pencemaran dalam KUHP. Namun KUHP sendiri tidak 

memberikan pengertian dan batasan yang jelas mengenai penghinaan dan 

pencemaran nama baik. Hal ini membuat pengertian mengenai penghinaan 

menjadi sangat subjektif. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pembuat undang-

undang mampu memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dan tegas tentang 

perbuatan yang dapat dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. 

Pembimbing: 

Suyanto Sidik SH, MH. 

Ika Dewi Saimima SH, MH. 

Penerapan Pasal..., Jaka, Fakultas Hukum 2016



DAFTAR ISI 

COVER DALAM………………………………………………………….. i 

LEMBAR PERSETUJUAN……..………………………………………… ii 

LEMBAR PENGESAHAN…….………………………………………….. iii 

LEMBAR PERNYATAAN………………………………………………... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………….………………… v 

KATA PENGANTAR……………………………………………………... vi 

ABSTRAK…………………………………………………………………. ix 

DAFTAR ISI……………………………………………………………….. x 

  

BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah…………………………………. 1 

B. Identifikasi Masalah……………………………………… 3 

C. Rumusan Masalah……………………………………… 4 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……………………….... 4 

E. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran…………….. 6 

F. Metode Penelitian………………………………………… 14 

G. Sistematika Penulisan…………………………………….. 16 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia……………. 18 

B. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat……..... 28 

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana………………… 33 

D. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik… 40 

 

BAB III HASIL PENELITIAN 

A. Posita (Duduknya Perkara)……………………………….. 49 

B. Petitum (Tuntutan)………………………………………… 51 

Penerapan Pasal..., Jaka, Fakultas Hukum 2016



C. Pledoi (Pembelaan)……………………………………….. 52 

D. Pertimbangan Hakim……………………………………… 65 

E. Putusan Hakim……………………………………………. 70 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

A. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Dalam Penyelesaian Perkara Penghinaan dan 

Pencemaran Nama 

Baik………………………………………………. 72 

B. Batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan 

melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik 

menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik... 94 

C. Pendapat Penulis………………………………………... 101 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan……………………………………………….. 106 

B. Saran…………………………………………………….... 107 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 

Penerapan Pasal..., Jaka, Fakultas Hukum 2016


	01. Cover
	PENERAPAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT

	Cover-Daftar Isi
	02. Lembar Persetujuan Skripsi
	03. Lembar Pengesahan Skripsi
	04. Lembar Pernyataan
	05. Lembar Publikasi
	06. Motto
	07. Kata Pengantar
	7. Kata Pengantarjpg_Page1.jpg
	7. Kata Pengantarjpg_Page2.jpg
	7. Kata Pengantarjpg_Page3.jpg

	08. Abstrak
	09. Daftar Isi




